



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kewajiban perpajakan 
pajak penghasilan badan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) pada perusahaan jasa konstruksi 
apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan PP 
Nomor 40 Tahun 2009 serta apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya 
sudah sesuai dengan PMK Nomor 153/PMK.03/2009. Metode yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ini adalah penulisan yang bersifat kualitatif, dengan 
membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara penyetoran dan pelaporan 
kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi PT. Bumi Adhi Gas. Pada analisis ini 
dilakukan pembandingan antara praktek yang sudah dilakukan oleh PT. Bumi Adhi Gas 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pajak atas penghasilan dari 
jasa konstruksi perusahaan mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No.36, disamping 
itu penyetoran dan pelaporan yang dilakukan perusahaan untuk SPT Masa PPh masih 
diperlukan ketaatan karena perusahaan terkadang telat menyetor dan melaporkan SPT. 
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